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KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kewajiban kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bontomanai tahun 2025 dengan baik dan lancar.
Penyusunan LaporaranKeteranganPertanggungJawaban (LKPJ)Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan atas pelaksanaan program kegiatan serta arah kebijakan yang telah disetujui. 
Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan terkait masalah data, analisis informasi, metode penyajian, kesimpulan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami sebagai Camat Bontomanai mengharapkan masukan, saran, serta koreksi dalam bentuk Catatan Strategisatas penyusunan dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa lingkup Kecamatan Bontomanai serta semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Kecamatan Bontomanai selama tahun anggaran 2025.
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Polebunging,    Januari 2026
CAMAT  BONTOMANAI,
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MUHAMMAD ASRI, S.Sos.,M.M
Pangkat : Pembina 
NIP.197812302005021005
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 .Gambaran Umum OPD
Kecamatan Bontomanai dengan luas wilayah 136,42 Km2 merupakan satu Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terletak di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jarak ± 18 km dari pusat Ibu Kota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
· Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kecamatan Buki
· Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Laut Flores
· Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kec Benteng&KecBontoharu
· Sebelah Barat	: Berbatasan dengan SelatMakassar
		Wilayah  administratif    pemerintahan Kecamatan   Bontomanai terbagi   atas 1 (sepuluh) wilayah Desa terdiri dari (Desa Bonea Makmur, Bonea Timur, Desa Bontomarannu, Desa Bontokoraang, Desa Kaburu, Desa Jambuiya, Desa Barugaia dan Desa Polebunging).
Kedudukan pusat pelayanan Kantor Kecamatan Bontomanai berada di wilayah Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai, memiliki data statis sebagai berikut:
a. Tinggi wilayah dari permukaan laut: 0 – 531 mdpl
b. Suhuminimum/maximum                        : 23oC -39oC
c. Jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan:
· Desaterjauh                                             : ± 15	Km
· Ibu KotaKabupatenKepulauan Selayar: ± 18	Km
· Ibu Kota ProvinsiSulawesi Selatan           :± 354Km
d. Titik Koordinat	: 6º3΄10.15″LS,120º30΄26.34″BT
e. Email                                                          : Bontomanai2020@gmail.com
f. Gambar/Foto Kantor














1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi SKPD.

1. StrukturOrganisasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bontomanai, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, maka struktur organisasi Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :
a. Camat;
b. Sekretaris Camat;
c. Kasi Pemerintahan;
d. Kasi Kesejahteraan Sosial;
e. Kasi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum;
i. Kasubag.  Perogram dan Keuangan;
Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:
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Gambar 2  Struktur Organisasi Kecamatan Bontomanai sesuai Peraturan Daerah Nomor_4 Tahun 2020





	
	







	
	
2. Tugas Pokok Dan Fungsi OPD
Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi, serta tata Kerja	Kecamatan Bontomanai Kepulauan Selayar, ada perubahan Kepala Sub Bagian sehingga perlu diubah atau direvisi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi.

2.1 Tugas

a. Camat
Camat mempunyai tugas Pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan diwilayahnya,  berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :
· Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan bidang urusan otonomi darah;
· pelaksanaan	kebijakan	urusan	pemerintahan	bidang otonomidaerah;
· pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
· pelaksanaan administrasi Kecamatan;dan
· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Disamping	mempunyai	fungsi	untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat juga mempunyai Tugas yaitu:
· menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
· memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
· menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
· mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;
· melaksanakan urusan pemerintahanumum;
· mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum;
· mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan PeraturanBupati;
· mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayananumum;
· mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
· melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
· mengoordinasikan	penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkatkecamatan;
· membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
· melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
· melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerahkabupaten;
· melaksanakan koordinasidan konsultasi dengan lembaga pemerintahdan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
· menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
· menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
· melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangtugasnya.
b. Sekretaris
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.
Dalam	melaksanakan	tugas	sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
· pengoordinasian	pelaksanaan	tugas	dalam	lingkungan Kecamatan;
· pengoordinasian	penyusunan	program,	pelaporan	dan  hukum;
· pengoordinasian urusan umum dankepegawaian;
· pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;dan
· pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
Disamping	mempunyai	fungsi,	Sekretaris	Camat	juga mempunyai tugas yang terdiri dari:
· menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
· memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
· menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
· mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;
· melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
· melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
· mengelola administrasi umum;
· melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
· mengelola administrasi keuangan;
· melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
· melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
· Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
· Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;dan
· Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
Dalam pelaksanaan  tugasnya,  maka  Sekretaris  Camat dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
1) Sub Bagian  Program danKeuangan.
Sub Bagian Program dan Keuanagan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu 
Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi Program, administrasi, serta pelaporan keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuanagan mempunyai tugas :
· menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
· menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau menandatangani naskah dinas;
· mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;
· Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
· Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
· Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
· Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
· Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
· Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
· Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
· Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
· Menyusun neraca keuangan kecamatan;
· Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
· Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kecamatan;
· Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
· Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
· Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
· Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
· Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
· Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian hukum, Perencanaan dan pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
· Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, serta mengelola administrasi hukum. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai fungsi :


· menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
· memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
· menyusun rancangan, mengoreksi,memaraf  dan/atau menandatangani naskahdinas;
· mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;
· melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian  dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
· melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
· melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
· melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan Keprotokolan;
· memelihara kebersihan, keindahan dan	ketertiban kantor
· melakukan	pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
· Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
· Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup Kecamatan;
· melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
· menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
· menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
· melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemerintahan mempunyai Tugas yaitu :
· menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
· memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
· menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
· mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
· memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
· melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan	pertanahan	dan	penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
· melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahanDesa/Kelurahan;
· melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
· melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayahkerjanya;
· Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
· Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
· Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
· Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
· Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.




d. Seksi Ketentraman dan KetertibanUmum
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan  bahan  perumusan  dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu:
· menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
· memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
· menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
· mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
· melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
· melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;
· Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
· melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertibanumum;
· memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersamaPPNS;
· melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman danketertiban;
· Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
· Melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
· Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
· Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
· Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
· Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
· Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
· melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan  atasan sesuai dengan bidangtugasnya.



e. Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Kesejahteraan Sosial yaitu :
· menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
· memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam     lingkungan Seksi    Kesejahteraan    Sosial dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
· menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
· mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
· Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
· Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
· Melakukan pembinaan di bidang mental dan  keagamaan;
· mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
· mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraansosial;
· Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
· Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
· Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
· Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
· melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Ekonomi danPembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas yaitu :
· menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
· memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas
· menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
· mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
· melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
· Menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
· Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
· Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
· Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
· Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
· memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
· melakukan	dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
· memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
· memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
· Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
· Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
· Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
· Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
· Mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
· Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;dan
· Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan
· Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
· Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
· Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
· melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan  atasan sesuai dengan bidangtugasnya.




g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat danDesa
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai yaitu :
· menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
· mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
· memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
· menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
· mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;
· melakukan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat  meliputi fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pengembangan Masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan PemerintahDaerah;
· melakukan fasilitasi dan pelayanan  kesejahteraan  sosial  meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan PemerintahDaerah;
· menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalahsosial;
· Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
· Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan  kelurahan;
· Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
· Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
· Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa  dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
· Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan    Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Secara umum kondisi Kepegawaian Kecamatan Bontomanai sudah mencukupi, karena tingkat jabatan sudah terisi semua. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Bontomanai yang terdiridari : PNS, Tenaga PHL dapat dilihat pada Tabel  dibawah ini :





Tabel 1.3.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan  Status Kepegawaian
	Tingkat Jabatan
	Jumlah

	PNS
	15 orang

	PHL
	15 orang

	Jumlah
	30 orang


Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2025


Tabel 1.3.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan  Struktural
	Tingkat Jabatan
	Jumlah

	Eselon III A
	1 orang

	Eselon III B
	1 orang

	Eselon IV A
	5 orang

	Eselon IV B
	2 orang

	Staff*)
	21 orang

	Jumlah
	30 orang


Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS
Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2025

Tabel 1.3.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan Golongan Ruang
	Golongan Ruang
	Jumlah

	IV
	1 orang

	III
	14 orang

	II
	- orang

	PHL
	15 orang

	  THL
	- orang

	Jumlah
	30 orang



sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2025


Tabel 1.3.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan BontomanaiBerdasarkanTingkat Pendidikan
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah

	S2
	3 orang

	S1
	7 orang

	Diploma IV
	-

	Diploma III
	1 orang

	SMU
	15 orang

	SMP
	-

	Jumlah
	30 orang



Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2025


Tabel 1.3.5
Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
	Pendidikan Penjenjangan
	Jumlah

	Diklat Pim II
	- orang

	Diklat Pim III
	1 orang 

	Diklat Pim IV
	4 orang

	Jumlah
	5 orang




Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2025


















BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan unsur kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan Bontomanai mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bontomanai pada tahun 2025 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada tahun 2025 Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran pokok sebesarRp. 2.230.310.000,-dengan rincian Belanja Operasi Rp. 2.181.310.000,- dan Belanja Modal Rp.49.000.000,-selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp. 2.032.478.000,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.1.983.478.000,- dan Belanja Modal Rp.49.000.000,-. Dari total anggaran sebesar Rp. 2.032.478.000 anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp. 1.853.354.947 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 179.123.053 dengan realisasi keuangan sebanyak 91,19%.
Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang telah direncanakan.
Kantor Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 melaksanakan Program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Kantor Kecamatan Bontomanai melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan dengan 20 sub kegiatan. 
Adapun program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kantor Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
sub kegiatan:
· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 
sub kegiatan 
· Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 
sub kegiatan 
· Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
· Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
· Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
· Pengadaan Mebel 
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 sub kegiatan  
· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
· Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
sub kegiatan 
· Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak  Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
· Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya 
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a. Koordinasi Penyelenggaraan  Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub kegiatan:
· Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Sub Kegiatan :
· Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
· Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 
Sub Kegiatan :
· Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan
· Harminisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan :
· Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mementapkan pengamalan Pancasila,pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
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Capaian Kinerja berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kantor KecamatanBontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor KecamatanBontomanai yang berdasarkan RKPD/RENJA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
	NO
	URUSAN PEMERINTA- HAN
	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
	KEBIJAKAN
	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
	TARGET
	REALISASI
	PERMASALAHAN
	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1










	Unsur Kewilayahan










	Kecamatan Bontomanai
	RKPD Tahun 2025
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	100 %
	91,20 %
	Terdapat sub keg. Yang memiliki sisa anggarantetapi capaian kinerja sudahmencapai target 100%
Adanya pegawai yang mencapai masa pension sehingga terdapat sisa anggaran
	
	

	
	
	
	
	
	Alokasi Anggaran
Rp. 2.032.478.000,-
	Realisasi Anggaran
Rp. 1.853.654.947,-
	1. 
	1. 
	1. 

	
	
	
	DPA Kecamatan Bontomanai
	1. Administrasi Keuangan Perangkat  Daerah
	
100%
Rp. 1.615.534.400,-
	99,66%
Rp. 1.963.316.118,-
	
	
	

	
	
	
	

	· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	12 Bulan
Rp. 1.603.184.000-
	12 Bulan
Rp. 1.429.407.900,-
	
	
	

	
	
	
	
	· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
	1 Dokumen
Rp. 4.178.100,-

1 Dokumen
Rp. 8.172.300,-
	1 Dokumen
Rp. 4.178.100,-

1 Dokumen
Rp. 8.172.300,-
	
	
	

	
	
	
	
	2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	100%
Rp. 6.372.700,-
	100%
Rp. 6.372.700,-
	
	
	

	
	
	
	
	· Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan  Barang Milik Daerah pada SKPD
	100%
Rp. 6.372.700,-
	100 %
Rp. 6.372.700,-
	
	
	

	
	
	
	
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	100%
Rp. 68.540.000,-
	100%
Rp. 68.540.000,-
	Terdapat sub keg. Yang memiliki sisa anggaran tetapi capaian kinerja sudahmencapai target 100%
	
	

	
	
	
	
	· Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1 paket dan 1unit
Rp. 37.000.000,-
	1 paket dan1 unit
Rp. 37.000.000,-
	
	
	

	
	
	
	
	· Penyediaan bahanbacaan dan peraturanPerundang-undangan
	12 bulan
Rp. 4.680.000,-
	12 bulan
Rp. 4.680.000,-
	
	
	

	
	
	
	
	· Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	12 Bulan
Rp. 26.860.000,-
	12 Bulan
Rp. 26.860.000,-
	
	
	


	
	
	
	
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	100 %
Rp. 12.000.000,-
	100%
Rp. 12.000.000,-
	
	
	

	
	
	
	
	· Pengadaan Mebel
	1 paket
Rp. 12.000.000,-
	1 paket
Rp. 12.000.000,-
	
	
	

	
	
	
	
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	100%
Rp. 195.601.000,-
	99,83%
Rp. 195.601.000,-
	Terdapat sub keg. Yang memilikisisaanggarantetapicapaiankinerjasudahmencapai target 100%
	
	

	
	
	
	
	· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	12 Bulan
Rp. 8.150.000,-
	12 Bulan
Rp. 8.150.000,-
	Adanya sisa anggaran karena tagihan istrik yang berbeda tiap bulannya
	
	

	
	
	
	
	· Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	12 Bulan
Rp. 187.451.600,-
	12 Bulan
Rp. 187.451.600,-
	
	
	

	
	
	
	
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah
	100%
Rp. 58.390.000,-
	99,99%
Rp. 58.390.000,-
	Terdapat sub keg. Yang memilikisisaanggarantetapicapaiankinerjasudahmencapai target 100%
	
	

	
	
	
	
	· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan,dan Pajak Kendaraanperorangandinasataukendaraandinasjabatan
	1 Unit
Rp. 36.770.000,-

	1 Unit
Rp. 36.770.000,-

	
	
	

	
	
	
	
	· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan,Pajak, Dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan
	6 Unit
Rp. 19.640.000,-

	6 Unit
Rp. 19.640.000,-

	
	
	

	
	
	
	
	· Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2 Unit
Rp. 0,-
	2  Unit
Rp. 0,-

	
	
	

	
	
	
	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	30 Menit
	30 Menit
	
	
	

	
	
	
	
	
	Alokasi Anggaran
Rp. 1.352.200,-
	RealisasiAnggaran
Rp. 1.352.200,-
	
	
	

	
	
	
	
	1. Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	100%
Rp.1.352.200,-
	100%
Rp. 1.352.200,-
	
	
	

	
	
	
	
	· Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	12 Bulan
Rp.1.352.200,-
	12 Bulan
Rp. 1.352.200,-
	
	
	

	
	
	
	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	
	AlokasiAnggaran
Rp. 18.072.500,-
	RealisasiAnggaran
	 Rp. 18.072.500,-
	
	
	

	
	
	
	
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 
	100%
Rp. 18.072.500,-
	100%
Rp. 18.072.500,-
	
	
	

	
	
	
	
	· Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum  Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
· Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat  di Wilayah Kecamatan
	10 Desa
Rp. 16.180.900,-




Rp. 1.891.600,-

	10 Desa
Rp. 16.180.900,-




Rp. 1.891.600,-
	
	
	

	
	
	
	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1 Kegiatan
	1 Kegiatan
	
	
	

	
	
	
	
	
	AlokasiAnggaran
Rp. 1.610.500,-
	RealisasiAnggaran
Rp. 1.610.500,-
	
	
	

	
	
	
	
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	100%
Rp. 1.610.500,-
	100%
Rp. 1.610.500,-
	
	
	

	
	
	
	
	· Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan
· Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyrakat
	1 Kegiatan
Rp. 1.610.500,-



1 Kegiatan
Rp. 0,-
	1 Kegiatan
Rp. 1.610.500,-



1 Kegiatan
Rp. 0,-
	
	
	

	
	
	
	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	1 kegiatan
	1 kegiatan
	
	
	

	
	
	
	
	
	Alokasi Anggaran
Rp. 45.240.900,-
	Realisasi Anggaran
Rp. 45.240.900,-
	
	
	

	
	
	
	
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	100%
Rp. 45.240.900,-
	100%
Rp. 45.240.900,-
	
	
	

	
	
	
	
	· Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	10 Desa
Rp. 45.240.900,-
	10 Desa
Rp. 45.240.900,-
	
	
	





Selanjutnya tabel diatas menjelaskan realisasi kinerja Kantor Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dengan kegiatan :
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.603.184.000 dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kantor Kecamatan Bontomanai dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.429.407.900 atau 89,16%. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS ini tidak 100% realisasi keuangannya tetapi target capaian kinerjanya sudah 100% yaitu semua ASN Kantor Kecamatan Bontomanai sudah terbayarkan gaji dan tunjangannya untuk 15 orang selama 12 Bulan atau 1 Tahun.
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.4.178.100 dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.178.100 atau 100% sedangkan target capaian kinerja sebanyak 1 Laporan dan terealisasi sebanyak 1 Laporan atau 100%.
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana Rp. 8.172.300 dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.172.300 atau 100%.
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
· Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.372.700 dipergunakan untuk menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.372.700 atau 100%  sedangkan target capaian kinerja  100%.
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.37.000.000 dipergunakan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor berupa computer dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.000.000 atau 100%.
· Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.680.000 dipergunakan untuk penyediaan surat kabar dan majalah Kantor Kecamatan Bontomanai penyediaan tersebut terealisasi keuangannya sebesar Rp.2.300.000 atau 49,15% sedang kan target capaian kinerja sebanyak 12 examplar dan terealisasi sebanyak 6 examplar atau 49,15%.
· Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.860.000 dipergunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam maupun luar propinsi dengan realisasi keuangan sebesar                              Rp. 26.860.000 atau 99,89%,. Sedangkan target capaian sebanyak 118 laporan dan terealisasi sebanyak 118 laporan perjalananan dinas atau99,89%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.150.000 dipergunakan untuk pembayaran jasa listrik, air dan telpon, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.943.955 atau 85,20% dan target capaian kinerja sebanyak 3 Jasa/Tahun. Ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.206.045 sedangkan untuk capaian kinerja terealisasi sebanyak 3 Jasa/Tahun atau sudah mencapai 100% selama 1 tahun
· Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dana yang dialokasikan sebesar Rp. 187.451.600 dipergunakan untuk pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium PHL,ATK,biaya makan minum Rapat,biaya makan minum Tamu,belanja cetak dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non PNS dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 185.723.123 atau 99,08% dan capaian kinerjanya sudah 100% selama 1 tahun.
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
· Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraanperorangandinasataukendaraandinasjabatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 36.770.000 dipergunakan untuk pembayaran jasa pemeliharaan kendaraan operasional, pajak dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.770.000 atau 100%, sedangkan target capaian sudah mencapai 100% untuk 1 unit selama 1 tahun. 
· Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.640.000 dipergunakan untuk pembayaran jasa pemeliharaan kendaraan operasional, pajak dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.638.147 atau 99,99%.
· 
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari  sub kegiatan yaitu :
· Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.352.200 dipergunakan untuk pembayaran ATK dan Mamin Rapat dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.352.200 atau 100%.Target capaian kinerja sebesar 100% selama 1 tahun. 
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari sub kegiatan yaitu :
· Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.180.900 dipergunakan untuk belanja ATK,Cetak spanduk,mamin rapat dan biaya SPPD dengan target capaian kinerja 10 Desa dengan realisasi keuangansebesar 16.180.900 atau 100%
· Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.891.600 dipergunakan untuk belanja ATK, mamim rapat dan biaya SPPD dengan target capaian kinerja dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.891.600 atau 100%.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umumd engan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan sebagai berikut :
· Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentera Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.610.500 dipergunakan untuk Biaya koordinasi, ATK bahan laporan dan makan minum rapat dengan target capaian kinerja sebanyak 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.610.500 atau 100%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
· Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.240.900 dan target capaian kinerja sebanyak 2 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.240.900 atau 100%.
Secara keseluruhan realisasi keuangannya 91,19% atau sebesar                 Rp. 1.853.354.947,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 2.032.478.000,- (Dua Milyar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sedangkan target capaian kinerja dari keseluruhan program/kegiatan/sub kegiatan Kantor Kecamatan Bontomanai telah mencapai target yaitu 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa Kantor KecamatanBontomanai telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2025.








Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :
· Masih banyak pelimpahan wewenang Bupati ke Camat  yang pendanaannya belum dilimpahkan ke Kecamatan. 
· Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Bontomanai yang masih kurang sehingga pelayanan belum optimal.
· Kelemahan utama Kantor Kecamatan Bontomanai selama ini adalah kurangnya fasilitas pendukung dalam menunjang tugas pokok dan fungsi .
Solusi
yang dapat memecahkan permasalahan diatas atau setidaknya dapat mengurangi dampak masalah yang timbul adalah : 
· Mengajukan penambahan paguanggaran Kecamatan.
· Memberikan usulan penambahan anggaran bimtek/diklat untuk Pegawai.
· Melengkapi fasilitas pendukung kinerja  .
· Diharapkan Kepada Tim Anggaran dan DPRD agar mengalokasikan penambahan anggaran melalui APBD untuk Tahun Anggaran berikutnya.












2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
	NO
	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN
	Keterangan 

	1
	2
	
	3
	4
	5=(4/3)*100
	6

	1
	Unsur Kewilayahan
	
	
	
	
	

	
	Kecamatan Bontomanai
	
	
	
	
	

	
	1. Opiniatas Laporan Keuangan
	%
	WTP
	WTP
	100
	

	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)
	%
	70
	75
	107
	

	
	3. Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah
	%
	Tinggi
	Tinggi
	100
	

	
	4. Meningkatnya fungsi Lembaga desa yang dikoordinir
	%
	100
	100
	100
	

	
	5. Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	%
	95,00
	95,00
	100
	

	
	6. Pelaksanaan Ibadah
	%
	100
	100
	100
	

	
	7. Indeks Ketahanan Sosial
	
	0,69
	0,69
	100
	



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kantor Kecamatan Bontomanai tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 telah mencapai 100% bahkan ada indikator kinerja melebihi target yang ditentukan.






2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN
	NO
	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN
	Keterangan 

	1
	2
	
	3
	4
	5=(4/3)*100
	6

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA
	No.
	UrusanPemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah
	Target Anggaran                        (Rp)
	Realisasi Anggaran                          (Rp)
	Sisa  Anggaran                          (Rp)
	Capaian RealisasiAnggaran                            (%)
	Jumlah Indikator Kinerja Program
	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program                              (%)
	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan 
	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan                                           (%)

	1
	2
	3
	4
	5=4-3
	6=(4/3)*100
	7
	8
	9
	10

	1
	Unsur Kewilayahan
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Kec. BONTOMANAI
	Rp.  2.032.478.000,-
	Rp. 1.853.354.947,-
	Rp.  179.123.053,-
	91,19
	5
	9
	20
	99,90





2.1.5. INOVASI
	NO
	URAIAN INOVASI
	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI
	HASIL/ MANFAAT
	KET.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	MONITORIN DESA TERPADU
	Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel
	· Memperkuat Pembinaan dan pengawasan Desa
· Data lebih Rapi dan Akurat

	



Pada tahun 2025 Kantor kecamatan Bontomanai melaksanakan sebuah inovasi yang dinamai MONOTORIN DESA TERPADU ,dengan tujuan meningkatkan efektivitas pembinaan Kecamatan,memastikan keselarasan program Desa dan mendorong transparansi dan akuntabel.


2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN
	No.
	Nama Penghargaan
	Tingkat
	Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara
	Ket.

	
	
	Internasional
	Nasional
	Provinsi
	Kabupaten
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	



Pada tahun 2025  Kantor  Kecamatan Bontomanai tidak mendapatkan Penghargaan.



2.2. KEBIJAKAN DAERAH (Perda,Perbub,dan Keputusan Bupati) YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 Kantor Kecamatan Bontomanai Belum terdapat Kebijakan (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang Diinisisasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam satu tahun anggaran. 

	No
	Kebijakan Strategis
	Dasar Hukum
	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
	Ket.

	
	
	Nomor/
Tanggal Pengesahan
	Tentang
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	












2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024
	No.
	Rekomendasi DPRD
	Tindak Lanjut
	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan

	1
	2
	3
	4

	
1.



2.







3.






4.
	
Peningkatan dan koordinasi lintas sektor


Meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat






Menjaga stabilitas keamanan,ketertiban dan kebersihan di wllayahnya




Penagihan PBB
	
Pemerintah kecamatan akan meningkatkan intensitas koordinasi dengan perangkat Desa dan unsur forkopicam melalui rapat koordinasi rutin sesuai kebutuhan kewilayahan

Pemerintah Kecamatan akan memperkuat dan meningkatkan etika dan disiplin,serta tanggungjawab melalui pendekatan personal kepada staf kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di kewilayahan.




· Pemerintah kecamatan akan miningkatkan keamanan lingkungan dengan cara bekerja sama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas,serta Pol.PP yang ditugaskan di Desa
· Mengoptimalkan peran Pol.PP dalam penegakan Perda di kewilayahan
· Melakukan Pengawasan terhadap kebersihan lingkungan pemukiman dan fasilitas umum

· Pihak kecamatan melakukan rapat terkait pendataan dan validasi, sehingga dalam pembahasan rapat akan mendorong Kepala Desa melakukan pendataan objek dan subjek PBB secara berkala
· Melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan penagihan PBB dan pemantauan capaian realisasi PBB pedesaan.
	
 1. Membangunsinergi,efisiensi,dan         efektifitas dalam mencapai tujuan bersama.

2.Memenuhi kebutuhan dan harapan masyarkat, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan sosial, menjamin hak dasar warga negara, serta membangun kepercayaan dan kepuasan publik melalui pelayanan cepat,mudah diakses, transparan dan akuntabel.

3. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang kondusif,nyaman, sehat, dan harmonis bagi masyarakt sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

4. Memastikan Wajib Pajak melunasi utang pajaknya, yang kemudian akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD)








BAB III



CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU DAN PENUGASAN

3.1.Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan

3.2. Hambatan - Hambatan



KECAMATAN BONTOMANAI TIDAK MEMILIKI TUGAS PEMBANTUAN
 DAN PENUGASAN ( NIHIL )
















BAB III
PENUTUP


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 Realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bontomanai sangat ditentukan oleh komitmen serta keterlibatan aktif segenap komponen baik dari aparatur sipil negara, Kepala Desa bersama Perangkat maupun masyarakat kecamatan Bontomanai. Harus disadari bahwa dibalik capaian ini, sesungguhnya masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang masih perlu dibenahi dan ditangani. Oleh karenanya, sinergitas antara semua pihak perlu diwujudkan, agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat ke depan dapat ditingkatkan untuk kemaslahatan bagi masyarakat.
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perangkat Daerah Kecamatan Bontomanai Tahun Anggaran 2025 kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Terima Kasih.
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Polebunging,   Januari 2026
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